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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atas
informasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus
Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkar sekresi/kerabasiaan informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy). Alasannya, dokumen keuangan
seperti dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Ang-
garan (LRA) merupakan dokumen rahasia negara sehingga perlu mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari kepala daerah
atau sekretaris daerah jika akan diakses oleh publik. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya permasalahan sosialisasi,
ketiadaan perangkar hukum yang mengatur mengenai infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, dan ketiadaan

sumber daya serta adanya persepsi yang dimiliki oleh sebagian besar birokrar Pemerintah Kota Kupang mengenai kerahasiaan
dokumen pengelolaan APBD.

Kata kunci: transparansi birokrasi, sekresilkerahasiaan, informasi pengelolaan anggaran

Abstract

This study aims to determine the factors that led to the City of Kupang less transparent over its budget management information.
This study used qualitative methods with instrumental case study. Data collection procedures used is indepth interviews and do-
cument study. The results shows that the rate of secretion/confidentiality of Kupang Municipal Governments budget management
information is quite high, making it difficult to access by the public (over secrecy). The reason is, financial documents such as Bud-
get Plan (RKA), Budget Implementation (DPA), and Bugder Report (LRA) are state secret documents. If public want ro access i,
they need approvallrecommendation of the head of the region or local secretary. This is due to several reasons, such as the problem
of socialization, lack of legal instruments requlating the infrastructure in the field of public disclosure, and lack of resources as well
as the most Kupang government bureaucrats’ perception on confidentiality of budget management document.

Key words: bureaucracy transparency, secrecy/confidentiality, budget management
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I. PENDAHULUAN
Terjadinya perubahan paradigma pemerintah-

an dari sentralisasi ke desentraliasi yang ditan-
dai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
kemudian diubah menjadi Undang-undang No-
mor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Da-
erah, menjadi momentum bagi pemerintah da-
erah untuk membuktikan kesanggupannya dalam
melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lokal
sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan
daerah setempat yang disebut sebagai local discre-
tion. Melalui local discretion ini pemerintah da-
erah diharapkan mampu menjadi mandiri, atau

self local goverment (Smith, 1985: 2).

sendiri bermakna bahwa
local goverment harus menjadi instrumen bagi
terciptanya nilai-nilai /liberty, democratization,
political equality, accountability, transparency, dan
responsiveness dalam memberikan pelayanan publik
bagi locality (Smith, 1985: 20). Pada hakikatnya
desentralisasi sebagai nilai utama di dalam penye-
lenggaraan pemerintahan sesungguhnya meru-
pakan suatu konsekuensi politik dari dianutnya
sistem demokrasi. Nilai-nilai ini kemudian men-
jadi syarat bagi terwujudnya good governance.

Desentralisasi

Secara teoretis, prinsip good governance di-
cirikan dengan beberapa aspek misalnya trans-
paransi, partisipasi, dan akuntabilitas. Partisipasi
diartikan dengan keterlibatan aktif warga dalam
proses pengambilan kebijakan. Sementara rrans-
paransi menyangkut keterbukaan proses politik
dan administrasi, dimana informasi berkaitan
kepentingan publik dapat diakses oleh siapapun
dan kapanpun. Di dalamnya menyangkut aturan
main (rule of game), materi atau substansi yang
diatur, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran
serta implikasi kebijakan. Sedangkan akuntabili-
tas diartikan sebagai perlunya pertanggungjawab-
an kebijakan kepada masyarakat sebagai pemilik
kedaulatan (Bank Dunia dalam Wildavsky dan
Caiden, 2012).
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Untuk itulah kemudian prinsip transparan-
si yang dimaknai sebagai keterbukaan informasi
publik menjadi penting bagi local goverment un-
tuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel
kepada locality melalui prosedur yang demokratis
(Smith, 1985). Hal ini dikarenakan transparan-
si merupakan hal yang penting dan urgen untuk
menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan
bebas dari korupsi. Ketua Dewan Transparency
International, Peter Eigen menjelaskan bahwa
kurangnya transparansi dapat menyebabkan ko-
rupsi administratif. Karena itu, transparansi dan
buahnya administratif yang sehat, adalah syarat
mutlak good governance (Kim, Halligan, Cho, dan
Oh, 2005).

Pada tataran empiris, proses pelembagaan
nilai transparansi dalam birokrasi menuju tata
kelola pemerintah yang baik mengalami ham-
batan. Hal ini dikarenakan birokrasi sebagai
sebuah institusi publik justru pada dasarnya bi-
rokrasi memiliki nilai yang berlawanan yaitu:
nilai esoteric atau secret'. Pertentangan prinsip bi-
rokrasi dan demokrasi inilah yang membuat para
penulis seperti Albrow (1989), Bethan (1990),
Blau dan Meyer (2002) memandang bahwa
keduanya, birokrasi dan demokrasi, merupakan
dua hal yang sulit dipertemukan. Apabila dipak-
sakan, keduanya berpotensi konflik (Dendhardt
dan Dendhardt, 20006).

Di ranah praktis, fenomena benturan an-
tara nilai sekresi dan transparansi terjadi ketika
birokrasi menjunjung prinsip “rahasia negara’
sementara publik menghendaki adanya “trans-
paransi” dalam pengelolaan keuangan negara dan
daerah. Pertentangan ini terus berlanjut yang di-
alami oleh birokrasi di dalam negara demokrasi,
tak terkecuali dengan Indonesia. Konflik nilai
demokrasi (zransparency) dan birokrasi (esoteric)
seolah menggeser bandul pada sebuah garis dari
sisi demokrasi ke birokrasi atau sebaliknya (lihat

Gambar 1).

1 Nilai esoteric atau secret diartikan sebagai bentuk
ketertutupan dalam setiap aktivitas birokrasi. Sering-
kali juga diartikan sebagai kerahasiaan dalam bi-
rokrasi (rahasia negara).
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Nilai Wilayah Pertarungan nilai Nilai
SekresifEsoterik sckresi dan transparansi Transparansi
§emakin Birokraris
oA B C
Semakin Demolkraris
Secrecy/ TﬂnsParency
Esoterik

Gambar 1 Konflik Nilai Esoteric/Sekresi dan
Transparansi

Keterangan :
Bandul A : Titik imbang antara nilai sekresi dan
transparansi
Bandul B : Nilai transparansi lebih mendominasi
aktivitas birokrasi
Bandul C : Nilai sekresi lebih mendominasi aktivitas
birokrasi

Sumber: Djaha, 2012:2.

Dengan adanya tekanan publik yang
menghendaki agar birokrasi harus menjunjung
tinggi prinsip transparansi guna mewujudkan pe-
merintahan yang akuntabel dan demokratis, pe-
merintah akhirnya merespon dengan melahirkan
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan
legal formal dari prinsip transparansi. Dalam UU
ini khususnya pada pasal 9 (c) mengenai keter-
bukaan informasi laporan keuangan, disebutkan
bahwa sesungguhnya informasi mengenai lapor-
an keuangan adalah salah satu dari empat infor-
masi publik yang wajib (tanpa diminta untuk)
diumumbkan secara berkala kepada publik.

Dalam konteks ini, informasi yang wa-
jib dipublikasikan melalui website dengan menu
khusus tentang “ITransparansi Pengelolaan Ang-
garan Daerah” berdasarkan Instruksi Kemendagri
Nomor 188.52/1797/S] tanggal 09 Mei 2012
tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan
Anggaran Daerah yaitu (1) Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA
SKPD); (2) Rencana Kerja dan Anggaran Peja-
bat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD);
(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Ran-
cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-
erah (Raperda APBD); (4) Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be-

187

lanja Daerah Perubahan (Raperda APBD-P); (5)
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Perda APBD); (6) Peratur-
an Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan (Perda APBD-P); (7)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (DPA SKPD); (8) Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuang-
an Daerah (DPA PPKD); (9) Laporan Realisasi
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah; (10)
Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah; dan (11) Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang telah diaudit.

Kota Kupang adalah salah satu pemerintah
daerah otonom yang menjalankan prinsip trans-
paransi dalam tata kelola keuangan daerah sesuai
amanat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Instruksi Mendagri Nomor
188.52/1793/3] tentang Peningkatan Transpa-
ransi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerin-
tah kota ini memiliki tingkat sekresi yang tinggi
berkaitan dengan informasi tata kelola keuang-
an daerahnya. Salah satu wujud dari rendahnya
tingkat transparansi tersebut dapat dilihat dalam
website Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI”.

Pada halaman website Kemendagri terse-
but terlihat bahwa Pemerintah Kota Kupang ti-
dak mempublikasikan satupun dokumen yang
berkaitan dengan pengelolaan APBD milik-
nya. Selain melakukan website tracking’, penulis
juga melakukan uji akses keterbukaan informa-
si publik’ dengan mengirimkan surat perihal
permohonan dokumen pengelolaan APBD Ta-
hun 2012, tanggal 15 Agustus 2013 kepada 11
SKPD/Badan Teknis Daerah di Sekretariat Da-
erah Kota Kupang sesuai pasal 21 dan 22 ten-
tang mekanisme memperoleh informasi, UU No.
14/2008.

2 www.kemendagri.go.id.

3 Website tracking adalah sebuah metode penelusu-
ran dan pelacakan disclosure informasi pengelolaan
APBD melalui website.

4 Uji Akses keterbukaan Informasi Publik merupakan
metode pengujian aksesibilitas atas informasi dan
dokumen pengelolaan APBD pada suatu birokrasi.
Metode yang sama juga digunakan oleh Tim Peneliti
Bengkel APPeK NTT (2013) ketika melakukan peng-
ujian aksesibilitas atas informasi dan dokumen pe-
ngelolaan APBD di Kabupaten Kupang.
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Hasil uji akses keterbukaan informasi
publik menunjukkan bahwa tidak ada satupun
dari SKPD yang memenuhi permintaan penulis
berkaitan dengan surat permohonan dokumen
pengelolaan APBD Tahun 2012 (kecuali Dinas
Pertambangan dan Energi Kota Kupang). Alasan
yang dikemukakan oleh sebagian besar SKPD di
Kota Kupang (72,7 persen) adalah membutuh-
kan surat rekomendasi langsung dari Walikota
ataupun Sekretaris Daerah agar data dan infor-
masi anggaran dapat diakses oleh penulis selaku

publik.

Realitas di atas sesungguhnya menunjuk-
kan bahwa sebagian besar SKPD di Pemerintah
Kota Kupang masih enggan untuk memberi-
kan dokumen pengelolaan keuangannya kepada
publik. Dengan demikian, hasil uji akses keter-
bukaan informasi publik di atas sesungguhnya
menunjukkan suatu sinyal negatif bagi publik yang
ingin mengakses data atau informasi pengelolaan
APBD. Prinsip transparansi belum menjadi suatu
budaya kerja dari birokrasi, khususnya Pemerin-
tah Kota Kupang, sehingga hasil penelitian Dwi-
yanto, et.al. (2003) bahwa “masyarakat sangat
kesulitan dan harus menempuh prosedur yang
sulit apabila hendak memperoleh data menge-
nai penggunaan APBD” masih teruji akurasinya
hingga tahun 2013. Tentunya masih banyak lagi
kasus lainnya yang menggambarkan kondisi yang
sama.

Berdasarkan fakta dan data pada uraian
di atas, maka dapat diketahui bahwa “7ingkatr
sekresilkerabasiaan informasi mengenai pengelolaan
APBD Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup
tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secre-
¢y)”. Untuk lebih jelasnya akan divisualisasikan

pada Gambar 2.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas,
maka penelitian ini bertujuan untuk (1) men-
jelaskan aksesibilitas keterbukaan informasi pe-
ngelolaan APBD di Kota Kupang; dan (2) untuk
mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi
transparansi Pemerintah Kota Kupang dalam
Pengelolaan APBD miliknya.

5 Kesimpulan yang dibuat oleh penulis berdasarkan
hasil uji akses keterbukaan informasi publik atas do-
kumen dan informasi pengelolaan APBD di Pemerin-
tah Kota Kupang.
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Nilai Wi lay:].h Pcrtzu'unga_n nilai Nilai
Sekresi/Esoterik sekresi dan transparansi Transparansi
Semakin Birokratis
. C
0 25 50 25
Semakin Demolkratis .
Sccrecy/esoterik Transparency

Gambar 2 Nilai Sekresi Mendominasi Aktivitas
Pemerintah Kota Kupang Berdasarkan Hasil Uji
Akses

II. TINJAUAN TEORI

A. Transparansi dalam Kajian Administrasi

Publik

Hasil penelusuran keberadaan konsep trans-
paransi dalam kajian administrasi publik
menunjukkan bahwa konsep transparansi
berkembang seiring dengan perkembangan
perspektif administrasi publik dari Old Public
Administration (OPA), New Public Mana-
gement (NPM), dan New Public Service
(NPS). Oleh karena definisi akuntabilitas disa-
makan dengan transparansi (Guy Peters dalam
Haryatmoko, 2011: 109) maka perkembang-
an akuntabilitas oleh Denhardt and Denhardt
(2007) dapat digunakan untuk menjelaskan
perkembangan transparansi melalui tiga pers-

pektif administrasi publik.
Old Public Administration (OPA) ber-

pandangan bahwa administrator publik se-
mata-mata bertanggung jawab langsung ke-
pada pejabat politik. Artinya administrator
publik hanya terbuka (transparan) kepada pe-
jabat publik. New Public Management (NPM)
fokusnya ialah memberi administrator ruang
seluas mungkin untuk bertindak sebagai enzre-
preneur, manajer publik diwajibkan bertang-
gung jawab terutama dalam hal efisiensi, efek-
tivitas biaya, dan tingkat tanggapnya terhadap
tekanan pasar.

New Public Service (NPS) berpandangan
bahwa akuntabilitas di sektor publik harus
dapat dan harus melayani masyarakat menurut
kepentingan publik dan menolak pandangan
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akuntabilitas dengan tolok ukur efisiensi atau
standar yang berbasis pasar. Hal ini dikare-
nakan publik sebagai warga negara merupakan
nilai utama dari kajian New Public Service da-
lam bidang studi administrasi publik.

Untuk itu, pada perkembangan selanjut-
nya transparansi merupakan salah satu prinsip
dari 8 prinsip good governance. Perwujudan tata
pemerintahan yang baik/good governance men-
syaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan
dan kemudahan akses bagi masyarakat terha-
dap proses pengambilan kebijakan publik, tata
kelola anggaran khususnya dalam penggunaan
berbagai sumber daya yang berkaitan secara
langsung dengan kepentingan publik. Gover-
nance sendiri merupakan paradigma keenam
dari administrasi pubtik (Henry, 2004). De-
ngan demikian, transparansi yang merupakan
salah satu prinsip penting dari good governance
dipandang sebagai salah satu konsep penting
dalam kajian administrasi publik.

Terminologi transparansi sendiri meru-
pakan terjemahan dari zransparency atau trans-
parant. Kata tersebut diciptakan dari dua
kata yaitu #rams yang memberikan arti per-
pindahan/pergerakan (movement) dan parent
yang berarti layak atau feasible (Oliver, 2004:
3). Davis dalam Meijer (2012) menyatakan
transparansi didefinisikan sebagai “mengang-
kat tabir kerahasiaan” atau “suatu kemam-
puan untuk melihat secara jelas melalui jen-
dela suatu lembaga”. Sementara Best (2005)
mendefinisikan transparansi sebagai informasi
yang tersedia bebas dan mudah diakses oleh
mereka yang terdampak oleh keputusan dan
bahwa informasi yang diberikan memadai le-
wat format dan media yang mudah dipahami.
Selain itu Oye (1986) dan Mitchell (1998)
mendefinisikan transparansi sebagai tindakan
menyebarkan informasi tentang karakteristik
internal pemerintah berupa struktur hukum,
politik, dan institusional kepada aktor-aktor
di dalam dan di luar sistem politik dalam ne-
geri dan masyarakat.

Dengan demikian, transparansi dapat
disimpulkan sebagai prinsip yang menjamin
akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
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memperoleh informasi tentang penyeleng-
garaan pemerintahan, yakni informasi ten-
tang berbagai kebijakan/keputusan birokra-
si (politik, sosial, ekonomi dan anggaran),
proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta
hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparan-
si memiliki dua aspek, yaitu (1) komunikasi
publik sebagai kewajiban yang dimiliki oleh
pemerintah; dan (2) hak masyarakat terhadap
akses informasi.

. Keuangan Daerah

Daerah sebagai sebuah entitas /ocality mem-
butuhkan anggaran sebagai alat untuk men-
capai tujuan pemerintahan. Mikesell dalam
Shah (2007: 27), mendefinisikan anggaran
sebagai proses perencanaan, mengadopsi,
melaksanakan, monitoring, dan audit pro-
gram fiskal bagi pemerintah untuk satu tahun
atau lebih di masa depan. Lebih lanjut Jones
dan Pendlebury (2002) dalam Halim (2007:
218) menyatakan bahwa anggaran merupakan
penghubung antara perencanaan dan pengen-
dalian. Anggaran merupakan perwujud-
an komitmen untuk mengimplementasikan
berbagai perencanaan jangka pendek dan
jangka menengah yang secara jelas memuat
apa yang harus dikerjakan dan alokasi sumber
daya yang diperlukan selama satu tahun.

Dari definisi tersebut, anggaran dapat di-
maknai sebagai alat untuk mencapai tujuan,
karena itu di dalamnya mencakup perenca-
naan, sasaran, dan tujuan. Anggaran juga
mengarahkan operasi kegiatan dalam penca-
paian tujuan tersebut dan menggambarkan
keseluruhan operasi manajemen yang di-
susun menurut periode waktu tertentu. Di
dalamnya juga terdapat proses pengawasan,
evaluasi, pemeriksaan, atau pemberian lapor-
an pertanggungjawaban. Untuk itu, anggar-
an dapat pula berfungsi sebagai alat pengawas
bagi masyarakat terhadap pemerintah, seka-
ligus celah bagi terjadinya tarik ulur kepen-
tingan di antara stakeholder (Wildavsky dan
Caiden, 2012: xiv).
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Menurut Shah dan Shen (2005: 138), ang-
garan publik dibutuhkan untuk memenuhi
beberapa fungsi sesuai dengan mandat rakyat
yang diberikan kepada pemerintah. Oleh
karena itulah kemudian Brown dan Jackson
(1986 : 169) mengatakan bahwa banyak pihak
yang berkepentingan terhadap kebijakan ang-
garan mulai dari peserta pemilu, masyarakat,
partai politik dan birokrasi. Maka, kebijak-
an anggaran sangat dipengaruhi dengan pe-
rubahan-perubahan yang terjadi di lingkung-
an politik, begitu banyak kepentingan yang
harus dialokasikan menurut keinginan pi-
hak-pihak tertentu yang masing-masing ingin
diprioritaskan.

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya
ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). APBD menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuang-
an Daerah adalah rencana keuangan tahun-
an pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan peratur-
an daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan
daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-
usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan daerah.

. Transparansi Birokrasi Dalam Pengelolaan

APBD

Definisi transparansi yang berkaitan dengan
pengelolaan anggaran dikemukakan oleh Ko-
pits and Craig dalam Alt dan Dreyer (2006)

yaitu:

“Transparansi fiskal didefinisikan sebagai terbuka
kepada publik soal struktur dan fungsi pemerin-
tah, tujuan kebijakan fiskal, akun sektor publik,
dan proyeksi. Hal ini artinya bahwa transparansi
anggaran diartikan sebagai kemudahan mengak-
ses informasi yang reliabel, komprehensif, berka-
la, mudah dipahami, dan bertaraf internasional
mengenai aktivitas pemerintah sehingga elektorat
dan pasar keuangan dapat mengukur posisi
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keuangan pemerintah serta biaya dan manfaat
sebenarnya dari aktivitas pemerintah secara aku-
rat, termasuk implikasi ekonomi dan sosialnya
saat ini dan akan datang.”

Anggaran yang terbuka kepada publik dan
ke partisipan dalam proses pengambilan kebi-
jakan, dan mengonsolidasi informasi terkini
adalah proses anggaran transparan.

Kebijakan anggaran pada dasarnya adalah
suatu kebijakan yang dirumuskan berkaitan
dengan penggunaan sumber daya lokal oleh
pemerintah daerah, terutama untuk mem-
biayai berbagai program publik pada tingkat
lokal. Dengan demikian, dana atau anggaran
yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten
atau kota dalam pengelolaannya harus mem-
perhatikan prinsip-prinsip transparansi, se-
perti menyangkut legalitas sumber anggaran,
mekanisme penggunaan anggaran, alokasi
anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran
harus dapat dimonitor oleh publik secara luas
(Dwiyanto, 2003: 129).

Secara umum manfaat dari penerapan prin-
sip transparansi bagi pemerintah Daerah (loca/
goverment). Pertama, transparansi pengelolaan
keuangan daerah akan menciptakan horizon-
tal accountability antara pemerintah daerah
dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pe-
merintah Daerah yang bersih, efektif, efisien,
akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi
dan kepentingan masyarakat (Wildavsky dan
Caiden, 2012: xvi). Kedua, transparansi dapat
meningkatkan kepercayaan publik terhadap
birokrasi (Sufiansyah dalam Etzioni dan Ha-
levy, 2011: xxii). Ketiga, transparansi sebagai
alat kontrol/pengawas terhadap kinerja pe-
merintah (Wildavsky dan Caiden, 2012: xiv).

Keempat, transparansi dapat mengurangi
perilaku tidak etis atau moral hazard dari para
birokrat seperti korupsi dan penyalahgunaan
wewenang (Bertens, 2001). Kelima, dengan
prinsip transparansi, masyarakat dapat menge-
tahui hak dan kewajibannya berkaitan dengan
akses informasi karena di dalamnya terdapat
aturan main (rule of game) mengenai materi
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atau substansi informasi yang dipublikasikan
(Bank Dunia dalam Wildavsky dan Caiden,
2012).

Secara normatif, akses terhadap informasi
sebagai pijakan penerapan prinsip transparan-
si merupakan bagian dari hak asasi manusia
yang dijamin dan dilindungi konstitusi Ne-
gara Kesatuan Republik Indonesia pada per-
ubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 F dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten-
tang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam
UU No. 14/2008, khususnya pada pasal 9 (c)
disebutkan bahwa sesungguhnya informasi
mengenai laporan keuangan adalah salah satu
dari empat informasi publik yang wajib (tan-
pa diminta untuk) diumumkan secara berkala

kepada.

Dalam konteks ini, maka dokumen dan
informasi pengelolaan APBD yang wajib di-
publikasikan oleh Pemerintah daerah melalui
website miliknya dengan menu khusus tentang
“Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”
berdasarkan Instruksi Kemendagri Nomor
188.52/1797/S] tanggal 09 Mei 2012 tentang
Peningkatan Transparansi Pengelolaan Ang-
garan Daerah, Pemerintah Daerah (Propinsi,
Kabupaten, dan Kota) adalah (1) RKA SKPD;
(2) RKA PPKD; (3) Raperda APBD; (4) Rap-
erda APBD-P; (5) Perda APBD; (6) Perda
APBD-P; (7) DPA SKPD; (8) DPA PPKD;
(9) LRA SKPD (10) LRA PPKD; dan (11)
LKPD yang telah diaudit.

D. Faktor yang Memengaruhi Transparansi

Untuk menetapkan faktor-faktor yang me-
mengaruhi transparansi Pemerintah Kota
Kupang dalam Pengelolaan APBD miliknya,
penulis menggunakan teori yang dikemuka-
kan oleh Oliver (2004). Oliver menjelaskan
bahwa untuk menjadi organisasi yang betul-
betul transparan, dibutuhkan adanya beber-
apa faktor penjamin transparansi, di antara-
nya ketersediaan sistem yang merangsang dan
menjamin keterbukaan di semua level hierarki
birokrasi.

191

Sistem yang merangsang dan menjamin
transparansi pada setiap level hierarki birokra-
si Pemerintah Kota Kupang berkaitan dengan
sistem yang dibangun dalam rangka imple-
mentasi UU No. 14/2008 tentang Keterbu-
kaan Informasi Publik pada level Pemerintah
Daerah Kota Kupang. Dalam hal ini teori
yang digunakan merujuk pada Model Imple-
mentasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier
(1983: 12) dan Edwards III (1980) yang me-
ngemukakan bahwa implementasi merupakan
suatu aktivitas dalam rangka mengantarkan
kebijakan publik yang telah rumuskan kepa-
da masyarakat sebagai kelompok sasaran (zar-
get group) sehingga kebijakan tersebut dapat
menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati
oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan
sistem yang merangsang dan menjamin trans-
paransi pengelolaan APBD pada penelitian
ini berkaitan dengan rangkaian aktivitas un-
tuk mengimplementasikan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Permendagri Nomor
35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelo-
laan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota
Kupang. Adapun rangkaian kegiatan atau ak-
tivitas tersebut mencakup beberapa hal, anta-
ra lain:

a. Sosialisasi adalah kegiatan penyampai-
an informasi mengenai isi, maksud,
dan tujuan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 kepada Para Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kota Kupang schingga mereka dapat
mengetahui dan memahami maksud, isi
dan tujuan dari UU tersebut. Dengan
demikian, prinsip transparansi yang di-
maknai sebagai keterbukaan informasi
publik dapat melembaga dalam aktivitas
birokrasi Pemerintah Kota Kupang.

b. Persiapan seperangkat peraturan lanjut-
an yang merupakan interpretasi dari

kebijakan publik yaitu dalam hal ini
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ketersediaan aturan/perangkat hukum berupa Peraturan Daerah atau Keputusan Walikota
Kupang sebagai Aturan turunan dari UU No.14/2008 pada level Pemerintah Daerah Kota

Kupang.

c. Menyiapkan sumber daya guna menggerakan kegiatan yang akan diimplementasikan, yaitu ke-
tersediaan unit pelaksana/SDM yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan
amanat UU No.14/2008 berupa Unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
dan Komisi Informasi Kota Kupang serta juga ketersediaan sumber daya anggaran untuk

membiayai pembentukan dan aktivitas kegiatan unit PPID tersebut.

Selain faktor ketersediaan sistem yang menjamin transparansi pada setiap level hierarki birokra-

si, penulis juga melakukan pemetaan terhadap persepsi birokrasi atas jenis informasi pengelolaan
APBD mana yang bersifat terbuka (dapat diakses) dan mana yang tertutup (tidak dapat diakses)
berdasarkan persepsi birokrasi (Pemerintah Kota Kupang) beserta alasan-alasan yang menyertainya.

Hal ini penting untuk dilaksanakan, mengingat dewasa ini dari setiap informasi mengenai
pengelolaan APBD yang ingin diakses publik, birokrasi hanya mau memenuhi sebagian dari informasi
tersebut. Tak jarang pula birokrasi menolak memenuhi permintaan tersebut. Salah satu penyebabnya
adalah adanya perbedaan persepsi antara birokrasi dengan publik atas informasi pengelolaan APBD
mana yang tergolong rahasia dan mana yang tergolong terbuka dan dapat dipublikasikan serta diak-
ses oleh siapapun dan kapanpun. Untuk lebih jelasnya akan disederhanakan dengan model dalam

Gambar 3.

MESIN BIROKRASI

Pejabat Terpilih
(Kepala Daerah)

A

T
Pejabat Birokrasi
(Pimpinan SKPD)
vt

Staff /Aparatur Pelaksana
(Street Level Bureaucracy)

Infarmasi Publik yang Prosedur memperoleh
dipenuhi Birokrasi Informasi

(Output)
Informasi yang diberikan
Birokrasi kepada Publik

{Input)

Masuk ke Birokrasi

v ¥

Informasi A Informasi B
Informasi yang diterima Publik (Qutput)

Informasi A Informasi B
Informasi C Informasi D
Informasi E
Informasi yang ingin diakses Publik

Permohonan Atas Informasi

Gambar 3 Informasi yang ingin diakses publik yang berasal dari ruang publik masuk ke dalam mesin
birokrasi melalui saringan atau prosedur yang dapat dibayangkan sebagai bendungan, birokrasi hanya me-
menuhi sebagian dari informasi yang ingin diakses publik dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara
birokrasi dengan publik mengenai jenis informasi pengelolaan APBD mana yang dapat diakses oleh publik

dan mana yang tidak
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Proses pemetaan transparansi dan sekresi
informasi pengelolaan APBD berdasarkan
persepsi Birokrasi Pemerintah Kota Kupang
akan dilakukan pada 11 Jenis Informasi
Pengelolaan APBD yang wajib dipublikasikan
berdasarkan Instruksi Kemendagri Nomor
188.52/1797/S] tanggal 9 Mei 2012 tentang
Peningkatan Transparansi Pengelolaan Ang-
garan Daerah, Pemerintah Daerah (provinsi,
kabupaten, dan kota).

Faktor sistem yang merangsang dan men-
jamin keterbukaan di semua level hierarki bi-
rokrasi, dan persepsi birokrasi atas jenis infor-
masi pengelolaan APBD mana yang bersifat
terbuka (transparan) dan mana yang bersifat
tertutup (rahasia) sebagaimana telah disebut-
kan akan memengaruhi tingkat transparansi

pengelolaan APBD Kota Kupang.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan berdasarkan proses penelitian ada-
lah pendekatan deduktif, sedangkan pendekatan
berdasarkan paradigma penelitian adalah pen-
dekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi
kasus instrumental. Penelitian ini bermaksud
menjelaskan transparansi birokrasi dalam penge-
lolaan APBD dengan memfokuskan diri pada
faktor-faktor yang memengaruhi transparansi
informasi pengelolaan APBD Kota Kupang ber-
dasarkan teknik triangulasi data, temuan dari
kajian literatur, maupun kajian data sekunder.
Lokasi penelitian dilaksanakan pada Pemerintah
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Informan dalam penelitian ini adalah para
birokrat Pemerintah Kota Kupang yang ditetap-
kan secara purposive yaitu dipilih dengan per-
timbangan dan tujuan tertentu. Tujuan yang
dimaksud adalah informan yang memiliki otori-
tas berkaitan dengan dokumen APBD dalam
hal akuntabilitas, transparansi, dan aksesibilitas.
Untuk itu, informan penelitian Pemerintah Kota
Kupang meliputi (1) Sekretaris Daerah, Asisten
I, Asisten II, Asisten III, Kepala Bagian Keuang-
an pada Sekretariat Daerah Kota Kupang; dan
(2) Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, Bendaha-
ra Pengeluaran SKPD dan Kasubbag Keuangan
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SKPD pada Dinas Pendapatan Daerah, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah-
raga, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas
Pertambangan dan Energi, Badan Perencaan dan
Pembangunan Daerah, dan Sekretariat DPRD
Kota Kupang.

Alat pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi,
dan wawancara dengan sifatnya Open-ended in-
terview. Teknik wawancara yang digunakan ada-
lah indepth interview. Analisis menggunakan data
kualitatif melalui proses mencari dan menyusun
secara sistematis semua data yang diperoleh dari
lapangan berdasarkan hasil wawancara, catatan
lapangan dan studi dokumen. Semua data yang
dikumpulkan melalui dokumen, rekaman arsip
dan wawancara kemudian dianalisis melalui tiga
tahap yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data,
dan (3) tahap pengambilan keputusan dan verifi-
kasi data.

IV. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

A. Gambaran Aksesibilitas Keterbukaan Infor-
masi Pengelolaan APBD di Kota Kupang

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai
gambaran aksesibilitas informasi pengelolaan
APBD Pemerintah Kota Kupang yang ditem-
puh melalui dua cara yaitu: (1) website tracking
sebagai upaya untuk mengetahui sejauhmana
ketersediaan aksesibilitas keterbukaan infor-
masi pengelolaan APBD melalui media online;
dan (2) uji akses keterbukaan informasi pu-
blik sebagai upaya untuk melihat sejauh mana
responsivitas Pemerintah Kota Kupang dalam
merespon surat permohonan data pengelo-
laan APBD Kota Kupang yang diajukan oleh
penulis.

1. Hasil Uji Website Tracking

Berdasarkan hasil pengecekan atau web-
site tracking pada keempat website yang
ada di Pemerintah Kota Kupang yaitu web-
site. Kota Kupang, Bappeda Kota Ku-
pang, Dinas Kesechatan Kota Kupang
dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang
diketahui bahwa hanya 2 website saja yang
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memuat informasi pengelolaan APBD ya-
itu website Pemerintah Kota Kupang dan
Website Bappeda.

Adapun data dan informasi pengelola-
an APBD yang termuat dalam website Pe-
merintah Kota Kupang hanya memuat
data dan informasi mengenai APBD Kota
Kupang tahun 2009, 2010, 2011, 2012
dan 2013. Namun ironis, data yang hanya
bisa diakses dan di-download oleh penu-
lis hanya data APBD Kota Kupang tahun
2013 saja dan untuk tahun-tahun sebelum-
nya tidak bisa diakses dan di-download oleh
penulis. Ttupun, data APBD Kota Kupang
tahun 2013 yang dipublikasikan hanya
bersifat ringkasan saja.

Berbeda dengan hasil temuan pada web-
site Pemerintah Kota Kupang, hasil temuan
pada website Bappeda Kota Kupang
menunjukkan bahwa website Bappeda Kota
Kupang sudah memuat adanya “Menu
Transparent  Space”.  Selanjutnya, pada
Menu Transparent Space tersebut terdapat
submenu pengelolaan Keuangan Daerah
yang memuat subsubmenu tahun anggaran
2013 yang artinya bahwa informasi penge-
lolaan APBD yang dipublikasikan melalui
website Bappeda Kota Kupang adalah in-
formasi pengelolaan APBD Kota Kupang
tahun 2013, sedangkan untuk tahun-tahun
sebelumnya tidak ada.

Adapun data dan informasi pengelo-
laan APBD yang termuat dalam website
Bappeda Kota Kupang yaitu (1) Ringkasan
RKA SKPD; (2) Ringkasan RKA PPKD;
(3) Ringkasan DPA SKPD; (4) Ringkasan
DPA PPKD; (5) Perda APBD Tahun An-
ggaran 2013; (6) Ranperda APBD Tahun
Anggaran 2013; (7) LRA Hasil Audit BPK
Tahun Anggaran 2012; (8) Opini BPK
atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2012; (9) LRA keadaan s/d Agustus 2013;
(10) LRA keadaan s/d Desember 2013;
(11) Ranperda Perubahan Tahun Angga-

ran 2013. Ironisnya, setelah penulis men-
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coba mengakses dan men-download data
tersebut, ternyata data tersebut hanya bisa
diakses dan di-download oleh pengguna
yang sudah terdaftar atau log in pada web-
site Bappeda Kota Kupang. Artinya, data
tersebut tidak bisa diakses secara bebas oleh
publik, jika belum terdaftar dalam website
Bappeda Kota Kupang. Dengan demikian,
Pemerintah Kota Kupang belum menye-
diakan aksesibilitas informasi pengelolaan
APBD melalui media online secara bebas

kepada publik.

. Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik

Hasil uji akses keterbukaan informasi
publik memperlihatkan bahwa tidak ada
satupun dari SKPD yang memenuhi per-
mintaan penulis berkaitan dengan surat
permohonan dokumen pengelolaan APBD
Tahun 2012 (kecuali Dinas Pertambangan
dan Energi Kota Kupang). Hal ini menun-
jukkan bahwa sebagian besar SKPD di
Pemerintah Kota Kupang masih enggan
memberikan dokumen pengelolaan keuan-

gannya kepada publik.

Adapun alasan-alasan yang dikemuka-
kan sebagian besar SKPD yang menolak
permintaan penulis berkaitan dengan do-
kumen dan informasi pengelolaan APBD
yaitu: (1) Tidak ada disposisi dari pimpinan
(18,18 persen); (2) Perlu surat rekomendasi
dari Walikota atau Sekretaris Daerah agar
permohonan Informasi Pengelolaan APBD
dapatdipenuhi (72,72 persen); (3) Perlu su-
rat rekomendasi dari Badan Kesbanglinmas
Kota Kupang (9,09 persen); (4) Disposisi
dari Sekda dan Asisten III agak lama dan
isi disposisi yaitu “maklum” sehingga tidak
dapat dipenuhi (9,09 persen); dan (5) Do-
kumen keuangan adalah dokumen negara
sehingga bersifat rahasia yang artinya tidak
dapat diakses oleh publik (9,09 persen).

Namun, fakta yang berbeda penulis te-
mukan selama melaksanakan penelitian uji
akses keterbukaan informasi publik. Se-
bagian besar Kepala SKPD enggan untuk
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memberikan informasi pengelolaan APBD
kepada publik yang mereka tidak kenal atau
tidak memiliki hubungan emosional secara
pribadi dengan kepala SKPD yang bersang-
kutan. Keengganan tersebut disebabkan
adanya ketakutan dari para Kepala SKPD
untuk menyerahkan dokumen informa-
si pengelolaan APBD kepada publik yang
mereka tidak kenal secara pribadi. Sebab
jika informasi pengelolaan APBD tersebut
disalahgunakan oleh publik sebagai pihak
yang meminta informasi dan menyebabkan
instabilitas penyelenggaraan pemerintah-
an pada SKPD yang bersangkutan, maka
mereka akan menjadi pihak yang paling
bertanggung jawab atas konsekuensi nega-
tif dari publisitas informasi pengelolaan
APBD tersebut dan tentunya hal ini akan
membahayakan karier dan jabatan dari
kepala SKPD yang bersangkutan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ak-
ses data dan informasi pengelolaan APBD
sulit dilakukan melalui jalur formal, dan
akan lebih mudah jika melalui pendekat-
an personal atau memiliki hubungan emo-
sional dengan kepala SKPD atau minimal
dengan pegawai yang bekerja pada SKPD
yang bersangkutan.

B. Faktor Penyebab Rendahnya Transparansi

Pengelolaan APBD di Kota Kupang

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai
faktor-faktor yang menyebabkan rendah-
nya transparansi pengelolaan APBD di Kota
Kupang yaitu Pertama, faktor ketersediaan
sistem yang menjamin transparansi pada setiap
level birokrasi Pemerintah kota Kupang meli-
puti (1) Ketersediaan Perangkat Hukum/Ke-
bijakan di bidang keterbukaan Informasi, (2)
Sosialisasi, dan (3) Ketersediaan sumber daya
baik itu sumber daya manusia maupun sum-
ber daya anggaran. Kedua, Persepsi Birokrasi
atas 11 Jenis Informasi Pengelolaan APBD.
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1. Sistem yang Menjamin Transparansi
Pada Setiap Level Hierarki Birokrasi

a. Perangkat Hukum/Kebijakan Keterbu-
kaan Informasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pemerintah Kota Kupang belum memi-
liki perangkat hukum di bidang keter-
bukaan informasi publik baik berupa
peraturan daerah atau peraturan kepala
daerah yang mengatur tentang infra-
struktur keterbukaan informasi publik
meliputi Standar Operasional Prosedur
Layanan Informasi Publik, Daftar In-
formasi Publik (DIP), Meja Informasi,
Laporan tentang Layanan Informasi Pub-
lik, struktur organisasi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID),
dan Struktur Organisasi Komisi Infor-
masi Kota Kupang. Namun justru yang
ada baru berupa Draft Rancangan Pera-
turan Walikota Kupang Nomor (belum
ada) Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumen-
tasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Kupang yang mengatur tentang struk-
tur PPID, Standar Operational Proce-
dure Layanan Informasi Publik PPID
Kota Kupang, dan Pengklasifikasian In-
formasi. Padahal, keberadaan perangkat
hukum/kebijakan di bidang keterbu-
kaan informasi publik merupakan ses-
uatu yang penting. Duadji (2012) men-
gatakan bahwa dalam rangka mencapai
good governance guna menuju kinerja
pemerintahan yang tinggi, maka tiga
pilar good governance yaitu akuntabilitas
(accountability), transparansi (transpar-
ency), dan partisipasi (participation) ha-
ruslah diinjeksi dalam praktik-praktik
penyelenggaraan urusan publik dengan
landasan legal formal. Untuk lebih jelas-
nya dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 4 Missing Link Perangkat Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Kota Kupang

Dalam draft Rancangan Peratur-
an Walikota Kupang ditemukan be-
berapa kelemahan yang nantinya akan
berdampak negatif bagi proses imple-
mentasinya jika sampai disahkan oleh
Walikota Kupang. Adapun beberapa
kelemahan tersebut yaitu adanya kera-
guan Pemerintah Kota Kupang dalam
melakukan klasifikasi informasi Penge-
lolaan APBD mana yang bersifat terbu-
ka (transparan) dan mana yang bersifat
tertutup (rahasia). Hal ini terlihat pada
konsideran subbagian a tentang infor-
masi yang bersifat terbuka, khususnya
pada poin ¢ yaitu “Informasi menge-
nai laporan keuangan, seperti laporan
realisasi anggaran, laporan pendapatan
daerah, laporan pertanggungjawaban
keuangan dan sebagainya”. Kata “dan
sebagainya” memiliki potensi multitafsir
dan multipersepsi yang pada ujungnya
dapat mengakibatkan terjadinya sengke-
ta informasi antara publik dengan pe-
merintah, khususnya yang berkaitan
dengan informasi pengelolaan APBD.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh
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Van Metter dan Van horn (1975), apa-
bila standar dan sasaran kebijakan ka-
bur, maka akan terjadi multiinterpretasi
dan mudah menimbulkan konflik di
antara para agen implementasi.

b. Sosialisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pemerintah Kota Kupang belum pernah
melakukan sosialisasi UU No.14/2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
kepada seluruh Aparatur Sipil Negara
di lingkup Pemerintah Kota Kupang.
Sosialisasi yang telah dilaksanakan
hanyalah Sosialisasi Permendagri No-
mor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi yang telah dilaksanakan
dua kali pada tanggal 29 Oktober 2013
dan 04 Desember 2014 kepada semua
Perwakilan SKPD Setda Kota Kupang,
khususnya kepada Kepala SKPD dan
Kasubbag Keuangan SKPD. Ironisnya,
dari jumlah keseluruhan peserta sosial-
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isasi tersebut yaitu 76 orang, Kepala
SKPD vyang hadir hanya berjumlah
12 orang (15,79 persen), Kasubbag
Keuangan SKPD hanya berjumlah 4
orang (5,26 persen) dan sisanya staf ya-
itu berjumlah 60 orang (78,94 persen).

Realitas rendahnya tingkat ke-
hadiran para kepala SKPD dan Ka-
subbag Keuangan akan berdampak
pada rendahnya pengetahuan mereka
terhadap keberadaan dan implementasi
Undang-undang Keterbukaan Informa-
si Publik dan Permendagri Nomor 35
Tahun 2010 tentang Pedoman Penge-
lolaan Pelayanan Informasi dan Doku-
mentasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Hal ini terbukti bahwa sebagian besar
Kepala SKPD (69,23 persen) yang men-
jadi informan dalam penelitian tidak
mengetahui adanya Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 kecuali Kepala
Dinas Pertambangan dan Energi, Kepa-
la Dinas Komunikasi dan Informati-
ka, Kepala Bappeda Kota Kupang, dan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.

. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa Pemerintah Kota Kupang be-
lum memiliki Unit Pelaksana khusus
yang bertugas menjalankan amanat Un-
dang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
seperti Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) ataupun Komisi
Informasi Kota Kupang. Hal ini sung-
guh ironis mengingat Unit PPID dan/
atau Komisi Informasi Kota Kupang
merupakan unit pelaksana/SDM yang
memiliki tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter-
bukaan Informasi Publik.

Pihak Dinas Kominfo Kota Ku-
pang telah berupaya untuk membentuk
PPID Kota Kupang dengan membuat
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draft Surat Keputusan Walikota No-
mor (belum ada) Tahun 2013 tentang
Penunjukkan PPID di lingkup Peme-
rintah Kota Kupang. Namun hingga
sekarang, draft surat keputusan walikota
tersebut belum bisa diterbitkan kare-
na nama-nama PPID Pembantu/PPID
SKPD belum ada yang diusulkan oleh
setiap Kepala SKPD di lingkup Peme-
rintah Kota Kupang. Alasannya ada dua,
pertama, karena para pegawai tidak ada
yang mau menerima jabatan pekerjaan
sebagai PPID Pembantu/PPID SKPD
dengan alasan karena tugas tersebut
merupakan tugas tambahan, padahal
Undang-Undang Aparatur Sipil Ne-
gara yang baru mengamanatkan bahwa
kinerja PNS hanya dinilai dari pelaksa-
naan tugas pokoknya bukan tugas tam-
bahannya. Kedua, para Kepala SKPD
beralasan belum menerima surat permo-
honan nama pegawai yang akan diang-
kat sebagai PPID SKPD/Pembantu dari
Dinas Kominfo ataupun mendapatkan
informasi dari Dinas Kominfo. Sebab,
sejak awal staf SKPD yang mengikuti
Sosialisasi Permendagri No/3/2010 ten-
tang PPID tidak melaporkan kembali
hasil kegiatan sosialisasi tersebut kepada
Pimpinannya yaitu kepala SKPD.

Selain kendala utama pembentu-
kan PPID di lingkup Pemerintah Kota
Kupang, juga diketahui kendala lain
yang juga dihadapi oleh Dinas Kominfo
Kota Kupang yaitu ketiadaan anggaran
yang dialokasikan dalam APBD Kota
Kupang Tahun 2013 dan 2014 untuk
membiayai pembentukan dan aktivitas
PPID dalam APBD Kota Kupang.

C. Persepsi Birokrasi Terhadap 11 Jenis Infor-
masi Pengelolaan APBD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11
jenis informasi pengelolaan APBD tersebut,
Birokrasi Pemerintah Kota Kupang mem-
persepsikan enam jenis informasi atau sebesar
54,55 persen masuk dalam kategori informasi
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yang bersifat tertutup (tidak dapat diakses oleh
publik) dan lima jenis informasi atau sebesar
45,45 persen masuk dalam kategori informasi

yang bersifat terbuka atau dapat diakses oleh
publik (lihat Tabel 1).

Tabel 1 Kategori 11 Jenis Informasi Pengelolaan
APBD Berdasarkan Persepsi Birokrasi Pemerintah

Kota Kupang
Kategori Informasi
e Tetmka Ty
1 Raperda APBD; REKA SKPD
2 Raperda APBD-D; REA PPKD
2 Perda APBD; DPASKPD;
4 Perda APBD-; DPA PPKD;
5 LKPD yang telah diaudic LRASKP);
6 LRAPPKD;
Jumlah b 6
% 45.45 54.55

Realitas ini tentunya menjadi sinyal negatif
sekaligus jawaban mengapa selama ini publik
mengalami kesulitan dalam mengakses do-
kumen yang memuat informasi pengelolaan
APBD seperti DPA (Dokumen Pelaksanaan
Anggaran), RKA (Rencana Kerja Anggaran),
dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran). Sebab
memang sebagian besar Birokrat Pemerintah
Kota Kupang mengategorisasikan informa-
si tersebut dalam jenis informasi yang bersi-

fat tertutup atau rahasia sehingga tidak dapat
diakses oleh publik.

Setidaknya terdapat lima alasan mendasar
yang menyebabkan pemerintah Kota Kupang
cenderung merahasiakan dokumen pengelo-
laan APBD-nya dari publik. Pertama, doku-
men pengelolaan APBD merupakan urusan
rumah tangga setiap SKPD schingga cukup
diketahui secara internal saja atau dengan kata
lain merupakan dokumen negara yang bersifat
rahasia, sebagaimana sumpah PNS untuk me-
lindungi dan menjaga rahasia negara. Kedua,
karena dokumen pengelolaan APBD meru-
pakan dokumen negara yang bersifat rahasia
maka dokumen tersebut hanya dapat diberi-
kan jika ada rekomendasi atau disposisi dari
Kepala daerah atau sekretaris daerah.
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Ketiga, adanya kebijakan-kebijakan yang
pembiayaannya tidak ada dalam pos anggar-
annya yang termuat dalam DPA SKPD se-
hingga dananya diambil dari pos anggaran
yang lain. Hal ini tentunya mengakibatkan
pertanggungjawaban atas bukti belanja dana
tersebut hanyalah sebuah formalitas, seperti
pembelian karangan bunga, pelayanan ang-
gota DPRD, acara perayaan 17 Agustus, acara
perayaan hari ulang tahun instansi, dan se-
bagainya. Keempat, budaya tata administrasi
keuangan yang berkembang sejak dulu dalam
birokrasi menunjukkan bahwa dokumen pen-
gelolaan APBD hanya dapat diketahui inter-
nal birokrasi meliputi Kepala SKPD, Sekretar-
is SKPD, Kasubag Keuangan dan Bendahara
serta lembaga pemeriksa.

Kelima, dokumen pengelolaan APBD se-
perti RKA yang merupakan dokumen pada
tahapan perencanaan masih bersifat sementa-
ra dan akan ada banyak perubahan-perubah-
an schingga jika diketahui oleh publik maka
sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan.
Keenam, belum ada aturan baik itu peraturan
daerah atau peraturan kepala daerah yang me-
wajibkan dokumen pengelolaan APBD seperti
RKA, DPA, dan LRA untuk dipublikasikan.

Keseluruhan alasan yang dikemukakan
oleh birokrasi tersebut berangkat dari ada-
nya pemahaman yang keliru mengenai mak-
na transparansi itu sendiri, misalnya Kabag
Keuangan Setda Kota Kupang memahami
transparansi sebagai sesuatu yang bersifat ka-
bur. Artinya, tidak semua hal yang terdapat
dokumen pengelolaan APBD dapat dibu-
ka kepada publik. Tentunya pemahaman ini
akan menyebabkan birokrasi Kota Kupang
cenderung bekerja dalam ruang kerahasiaan
yang remang-remang. Hal ini sungguh ironis
mengingat Kepala Bagian Keuangan merupa-
kan pejabat yang memiliki otoritas di bidang
pengelolaan keuangan daerah dan bertindak
sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD). Untuk lebih jelasnya akan digam-
barkan model pemahaman transparansi ber-
dasarkan level hierarki para pejabat birokrasi
Pemerintah Kota Kupang.
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Walikota Kupang
Transparansi adalah Terbukanya akses informasi Pengelolaan
APBD secara luas, mudah dan cepat kepada masyarakat

Sekretaris Daerah
Transparansi adalah adanya keterbukaan informasi pengelolaan APBD, namun tidak
semua dapat terbuka karena ada hal-hal yang bersifat rahasia dalam birokrasi

WV
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~
Kabag Keuangan
Transparansi dipahami sebagai sesuatu yang bersifat kabur artinya tidak semua hal
yang terdapat dokumen pengelolaan APBD dapat dibuka kepada publik sehingga
terdapat ruang kerahasiaan dalam birokrasi yang bersifat remang-remang
J

......../.................................................................... T

Kepala SKPD
Transparansi anggaran dipahami sebagai keterbukaan informasi pengelolaan APBD sehingga dapat
diawasi oleh masyarakat, namun derajat transparansi dokumen pengelolaan APBD hanya bersifat
ringkasan/gambaran umum dan tidak mendetail

V4 AN

Gambar 5 Pemahaman Para Pejabat Pemerintah Kota Kupang Menurut Hierarki Birokrasi mengenai
Transparansi Pengelolaan APBD

Dengan demikian, berdasarkan alasan di atas, dapat diketahui bersama penyebab mengapa se-
lama ini pemerintah Kota Kupang cenderung tertutup atas dokumen dan informasi pengelolaan
APBD miliknya, yaitu adanya persepsi yang dimiliki oleh sebagian besar birokrat Pemerintah Kota
Kupang bahwa dokumen anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga tertutup untuk publik.

V. PENUTUP

Transparansi Pemerintah Kota Kupang yang ditunjukkan dengan minimnya disclosure/pengungkapan
informasi pengelolaan APBD Kota Kupang melalui media on/ine dan tingginya tingkat sekresi/kera-
hasiaan informasi mengenai pengelolaan APBD Pemerintah Kota Kupang berdasarkan hasil uji akses
keterbukaan informasi publik terbilang rendah, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy).

Ini disebabkan oleh pertama, ketiadaan aturan baik berupa peraturan daerah atau peraturan
kepala daerah di bidang keterbukaan informasi publik. Kedua, ketiadaan sumber daya manusia sebagai
aparatur pelaksana UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu PPID atau Komisi
Informasi Kota Kupang. Ketiga, adanya pemahaman yang keliru mengenai pengertian “transparansi”.
Keempat, adanya anggapan yang berkembang di kalangan birokrasi bahwa Dokumen Anggaran mer-
upakan Dokumen Rahasia sehingga tidak bisa diakses atau diberikan kepada pihak luar (melalui Pub-
likasi maupun Permohonan Personal/Publik, LSM) dan jika publik ingin mengaksesnya diperlukan
adanya disposisi/rekomendasi dari kepala daerah atau sekretaris daerah.

Fenomena ini menunjukkan pada hal yang merujuk oleh Usman dalam Etzioni dan Halevy
(2011:ix) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Kupang masih memposisikan diri mereka se-
bagai client rezim dan bekerja dalam tradisi dengan bingkai clientelisme (institusi yang mengabdi pada
kepentingan politik).
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Paket Langganan* | Harga Langganan Pulau Jawa Harga Langganan
Luar Pulau Jawa
1 tahun Rp80.000,- Rp80.000,-
(gratis ongkos kirim) (diskon ongkos kirim 50%)
2 tahun Rp160.000,- Rp160.000,-
(gratis ongkos kirim) (diskon ongkos kirim 50%)
3 tahun Rp320.000,- Rp320.000,-
(gratis ongkos kirim) (diskon ongkos kirim 50%)

* mohon lingkari pilihan lamanya berlangganan

Ya, Saya mau menjadi pelanggan JKAP
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Pesan Sekarang

Transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 137-00-1119803-9
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